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Ultimate 
outcome

Indikator

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 
kualitas hidup, melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 
Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; 
pengetahuan, dan kehidupan yang layak (BPS)

Fenomena / 
Penyebab

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor 
kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana 
menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki 
keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan 
global. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 
indikator utama dalam mengukur keberhasilan 
pembangunan. IPM Kab Lumajang tahun tahun 2022 
menempati urutan 3 terbawah dari 38 Kab/Kota yang ada 
di Prov. Jawa Timur yaitu 66,95% (BRS BPS Tahun 2022)

Intermediate 
outcome

Indikator

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja . (BPS 2022, 
Kementerian Ketenagakerjaan : Tingkat Produktivitas 
Tenaga Kerja merupakan indikator yang digunakan untuk 
mengukur perbandingan suatu hasil kerja yang dicapai 
(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan 
(input). Dasar Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 
2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Halaman 225

Fenomena / 
Penyebab

Salah satu dimensi pembentuk IPM adalah kehidupan yang 
layak. Dari segi ketenagakerjaan, kehidupan yang layak 
digambarkan dengan indikator tingkat produktivitas 
tenaga kerja. Semakin meningkatnya tingkat produktivitas 
tenaga kerja maka akan semakin meningkatkan nilai IPM. 
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kab. Lumajang tahun 
2021 yaitu 42,30 juta rp/tenaga kerja, berada di urutan ke 
22 dari 38 kab/kota di Jawa Timur ( BPS. PDRB 2021 dan 
Sakernas Agustus 2021, diolah Pusdatik Kemnaker)

Immediate 
outcome

Indikator

Persentase  Tenaga Kerja yang 
kompeten. Dasar Permendagri No 18 
Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 
13 Tahun 2019 tentang Laporan & 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Halaman 224

Indikator

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 
TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja 
terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh 
tahun ke atas (BPS, 2022)

Indikator

Persentase  Perusahaan yang menerapkan tata 
kelola kerja yang layak. Dasar Permendagri No 17 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 
halaman 44

Fenomena / 
Penyebab

Jumlah pencari kerja yang memiliki 
keahlian dan ketrampilan masih relatif 
kecil. Indeks Kualitas SDM Indonesia 
hanya menduduki peringkat 112 dari 175 
negara di dunia, sedangkan dari IDM 
Word Competitivenes tahun 2005 ( 60 
negara ) Indonesia berada di peringkat 
ke 59, Simbolon, Daniel Rimbang (2020)

Fenomena / 
Penyebab

Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri 
menengah keatas yang diharapkan dapat menampung 
membuka kesempatan kerja yang tersedia bagi 
penganggur. Laporan Ketenagakerjaan. Jumlah 
perusahaan menengah keatas adalah sebanyak 84 
perusahaan dengan total jumlah perusahaan yang terdata 
di Kabupaten Lumajang sebanyak 2.215 perusahaan atau 
sebanyak  3,79 % . Sumber : Laporan Ketenagakerjaan 
Semester 2 Tahun 2021

Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigrasi. 
Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan 2021 tidak ada 
penempatan calon transmigran ke daerah tujuan 
dikarenakan tidak ada kuota dari provinsi Jawa Timur. 
Sumber : LKJ Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 dan 2021

Fenomena / 
Penyebab

Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan 
tenaga kerja. Bulan Juni Tahun 2022 terdata 
kepesertaan jaminan sosial sebanyak 33.655 
orang, hal ini merupakan angka yang kecil 
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
bekerja sebanyak 534.879. Prosentase 
kepersertaan jaminan sosial sebanyak 6,29%. 
Sumber BPS 2021 dan BPJS TK 2022

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan 
mandiri (ultimate outcome)

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (intermediate outcome)

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja (immediate outcome) Meningkatnya serapan tenaga kerja  (immediate outcome) Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan 
(immediate outcome)

Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 
Kerja

Meningkatnya penempatan tenaga kerja Meningkatnya Hubungan Industrial 

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Jurnal 
yang ditulis Wijayanto, Hendra berjudul tentang Dinamika 
Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia dan 
Pengangguran di Indoneia pada tahun 2019 (halaman 4) 
bahwa rendahnya daya saing tenaga kerja merupakan salah 
satu penyebab pengangguran di Indonesia. Rendahnya daya 
saing tenaga kerja adalah cerminan masih rendahnya tingkat 
produktivitas tenaga kerja

Keterkaitan hubungan indikator bahwa  semakin 
tingginya produktivitas tenaga kerja akan 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yaitu 
pada dimensi kehidupan yang layak. Sumber RPJPD 
Provinsi Jatim 2005-2025. 

Secara umum terjadinya pengangguran dapat disebabkan 
beberapa faktor antara lain: terbatasnya jumlah lapangan 
kerja yang tersedia, pertumbuhan penduduk yang relatif 
cepat, iklim usaha yang kurang kondusif, terjadinya 
pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, 
kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang tidak l inier dengan 
tingkat pendidikan yang dicapai, kecenderungan urban 
oriented dibanding rural oriented. Akibat dari tingginya 
tingkat pengangguran terbuka adalah ketidakstabilan sosial-
ekonomii. Sumber Prayitno, Budi. 2021. Pengaruh 
Kemiskinan, Pengangguran, Jumlah Penduduk terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 
Tahun 2015-2019

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut diperkuat dengan Kepmenaker 
No 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Produktifitas yang menyebutkan 
pada Bab IV point A.2.c bahwa jumlah tenaga kerja 50 sampai dengan 99 orang 
tergolong kriteria perusahaan berskala menengah. Diperkuat Data Sekunder 
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 bahwa jumlah perusahaan berskala menengah 
sebanyak 84 atau 3,79% maka hal ini dapat diartikan lapangan kerja yang tersedia 
juga kecil  sehingga dapat berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengangguran 
di Kabupaten Lumajang. Apabila angkatan kerja yang diserap oleh perusahaan 
atau dunia usaha kecil maka tingkat produktivitas tenaga kerja juga terpengaruh. 

MAKA

JIKA

JIKA

MAKA

Pelatihan kerja atau yang 
sekarang biasa kita kenal 
dengan istilah training 
adalah seluruh kegiatan 
untuk memberi, 
memperoleh, 
meningkatkan, serta 
mengembangkan 
kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap, 
dan etos kerja pada tingkat 
keterampilan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan 
jenjang dan kualifikasi 
jabatan atau pekerjaan. 
Sumber : PP No.31 tahun 
2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional

pendidikan  (pelatihan) dianggap sebagai sarana untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga berkaitan
erat dengan pengentasan pengangguran, khususnya pengangguran 
tenaga kerja terdidik/terlatih, sehingga akan memberikan hasil 
yang lebih tinggi dalam
memaksimalkan  ddalam penempatan kerja.
Sumber : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMA 
MENCARI KERJA BAGI TENAGA KERJA TERDIDIK DI KOTA 
DENPASAR, oleh Fahrudin Arrozi1 dan Ketut Sutrisna

JIK
A

Keterkaitan hubungan indikator bahwa  s istem hubungan industrial 
dengan tujuan pembangunan ekonomi, sama-sama ingin mewujudkan 
tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, artinya tujuan dari sistem hubungan industrial 
(produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh) adalah sejalan 
dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional (pertumbuhan dan 
pemerataan), yaitu tujuan produktivitas dalam sistem hubungan 
industrial adalah identik dengan tujuan pertumbuhan dalam 
pembangunan ekonomi nasional. Tujuan kesejahteraan pekerja/buruh 
dalam sistem hubungan industrial, adalah identik dengan tujuan 
peningkatan pendapatan per kapita atau pemerataan pada 
pembangunan ekonomi nasional (Jurnal Masalah Rawan Dalam
Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan IIndonesia, 
Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Halaman 817)

JIKA Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut  dikarenakan 
masih belum terjalinnya hubungan Industrial
antara pemerintah, pekerja dan perusahaan dengan baik
yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja, dan 
salah satu penyebab
pengangguran adalah sistim hubungan yang terbentuk 
antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang 
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah
saat ini masih belum harmonis. Sumber : 
Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan 
Penganggguran di Indonesia oleh Hendra Wijayanto dan 
Samsul Ode, hal: 4, 
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Indikator Persentase  pencari kerja dilatih Indikator Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan Indikator Persentase perusahaan yang tidak mengalami 
perselisihan hubungan industrial 

Indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga 
kerja

Indikator Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf 
ekonomi

Output

Lumajang,    Agustus 2023

Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan 
Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi

Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran

Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan 
Penjajakan
  Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan

Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan 
Teknisnya

Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan

Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran

Persentase Fasilitasi Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang 
sesuai SOP

Persentase  transmigran terlatih yang ditempatkan

Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja

Meningkatnya transmigran yang berkualitas

Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang sesuai ketentuan

Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi

Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi

Persentase  Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi

Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi melalui kegiatan layanan antar kerja 
dalam negeri

Persentase  perusahaan yang mempunyai PP / PKB

Persentase  Lembaga Pelatihan Kerja dibina

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya 
Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah

Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Jumlah  Perusahaan  yang  Menyusun  Perjanjian Kerja Bersama

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis 
Kompetensi pada Tahun n

Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi 
Peningkatan Produktivitas

Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui 
Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi

Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan 
Perusahaan yang Terkait dengan  Hubungan  Industrial  dan  
Terdaftar  di WLKP Online

Jumlah  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Swasta  yang Dibina

Jumlah Tenaga Kerja  Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala 
Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai  
Peserta Jamsostek serta Pengupahan

Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan 
Kesempatan Kerja

Jumlah Perselisihan yang Dicegah

Jumlah perusahaan yang diukur produktifitas tenaga 
kerjanya

Jumlah data pasar kerja yang dikelola

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa 
Kerja

Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi

Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah LKS Tripartit yang Dibina

Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Terlaksananya  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja dan 
Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan 
Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan 
Pelatihan

Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan


